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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto: 

 

● Selalu percaya bahwa ketika kita memiliki kemauan, maka akan selalu ada 

jalan untuk melaluinya.  

● You will never go wrong with kindness, Selalu ada kesempatan untuk berbuat 

baik kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun karena tidak ada kebaikan 

yang sia-sia. So do good to others, it will comeback in unexpected ways. 

● Life will give you exactly what you need, not what you want.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam 

kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan. Adanya inovasi yang diciptakan adalah agar dapat memberikan 

pengaruh yang positif dalam kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak 

kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia.1 

Perkembangan informasi dan komunikasi yang berjalan sangat pesat di era globalisasi 

ini juga berpengaruh terhadap berbagai macam produk barang dan/atau jasa  sehingga  

membuat tuntutan kepada pelaku usaha untuk mempunyai sistem pemasaran yang 

baik dan kreatif agar dapat bersaing dipasaran. Strategi pemasaran dibutuhkan untuk 

meningkatkan jumlah pembeli, serta sebagai sebuah proses sosial dan manajerial di 

mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-

produk atau value dengan pihak lainnya.2 

 

                                                             
 1Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam prespektif Sosial 
Budaya”, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1, 2014,hlm. 34. 

 2 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula,Syariah Marketing, Bandung: PT Mizan 

Pustaka, 2006, hlm. 26. 
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 Setiap pelaku usaha memiliki strategi pemasaran yang berbeda antara satu 

dengan yang lain. Ada berbagai macam jenis dari strategi pemasaran  yaitu melalui 

pemanfaatan  media cetak maupun media elektronik yang salah satunya adalah iklan. 

Iklan dapat ditemukan di mana saja, di antaranya melalui berbagai media massa 

seperti media cetak (surat kabar, majalah , media elektronik (radio dan televisi), dan 

media outdoor (billboard dan transit advertising)3. Sebagian banyak atau hampir dari 

semua perusahaan dalam melakukan aktivitas pemasaran tentunya menggunakan 

sarana iklan untuk menjadi alat promosi yang utama. Iklan dianggap sebagai media 

yang paling ampuh untuk menarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan 

dalam iklan tersebut4, serta sebagai alat informasi untuk mengetahui produk 

konsumsi yang dibutuhkan.5 

 Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  Repubik 

Indonesia  Nomor: 44/Per/M.KOMINFO/12/2007 tentang Penggunaan Sumber Daya 

dalam negeri untuk produk iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran 

menyebutkan bahwa: 

 “Jasa periklanan adalah jasa pembuatan, produksi, dan pasca produksi hingga 

produk iklan siap siar,  Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial 

dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, serta gagasan yang dapat 

                                                             
 3Ester Marissa, “Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Iklan yang 

Menyesatkan”,Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2006. hlm. 6. 

 4James R. Situmorang , “Mengapa Harus Iklan”, Jurnal Administrasi Bisnis Volume 4, 
Nomor 2. 2008, hlm.188. 

 5 Taufik H. Simatupang, Aspek Hukum Periklanan Dalam Prespektif Perlindungan 

Konsumen, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.17. 
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digunakan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang 

bersangkutan yang disiarkan melalui Lembaga Penyiaran sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”. 

 Menurut Sudarto iklan merupakan salah satu komunikasi yang harus 

memenuhi empat hal berikut:6 

1. Komunikasi tidak langsung;  

2. Melalui media komunikasi masa;  

3. Dibayar berdasarkan tarif tertentu;  

4. Diketahui secara jelas sponsor atau pemasang iklannya.  

Tata krama dan tata cara periklanan Indonesia harus memuat asas-asas umum 

periklanan, yaitu:7 

1. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang  

berlaku. 

2. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat negara, 

agama, adat budaya, hukum, dan golongan. 

3. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. 

 Seiring dengan banyaknya iklan yang ada disekitar kita, dapat dikatakan 

bahwa kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari iklan. Konsumen pun 

terkadang bingung bagaimana mencermati iklan sebagai dasar pengambilan 

                                                             
 6 Sudarto, Periklanan Dalam Surat Kabar Indonesia, dikutip dari Alo Liliweri, Dasar-dasar 

Komunikasi Periklanan, Balai Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 72.   

 7 Taufik H. Simatupang, loc.Cit. hlm. 31. 
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keputusannya dalam membeli suatu produk. Konsumen harus selektif terhadap iklan-

iklan yang sangat banyak yang membuat semakin sulitnya untuk  memilih produk 

yang ingin dibeli dari sekian banyak produk yang ditawarkan oleh iklan. Pengertian 

iklan secara umum dapat disebut dengan kata promosi, menurut Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: 

 “Promosi adalah kegiatan pengenalan dan penyebarluasan informasi suatu 

barang dan/jasa untuk menarik minat beli konsumen”.8 

 Iklan merupakan bagian dari kegiatan pemasaran. Sebagai bagian dari 

kegiatan pemasaran iklan merupakan sarana untuk menyampaikan informasi 

mengenai manfaat barang dan jasa bagi konsumen serta keunggulannya dibandingkan 

dengan produk sejenis lainnya.9 Artinya, adanya suatu keharusan di dalam bisnis 

untuk wajib memberikan informasi tentang produk tersebut kepada konsumen. Selain 

dari kewajiban bisnis, dapat pula dipandang sebagai haknya. Demikian, untuk 

kepentingan konsumen maka diperlukan pembatasan-pembatasan secara hukum 

terhadap pemberian informasi melalui iklan sebagaimana yang disebutkan oleh Stern 

dan Eovaldi bahwa pembatasan-pembatasan melalui hukum atas periklanan 

dimaksudkan untuk mengurangi akses darii penyajian informasi yang salah dan 

menyesatkan.10 

                                                             
 8 Pasal 1Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

 9 Yusuf Shofi ”Sistem Tanggung Jawab dalam Periklanan”, Jurnal Hukum dan 
Pembangunan, Nomor 2 Tahun  XXVI hlm. 137. 

 10 Loui E. Stern dan Thomas L. Eovaldi, dikutip dari Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan 

Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Baki, Bandung, 2010, hlm. 245. 
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 Menurut pasal 8 ayat 1 f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang 

dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang 

dan/atau jasa tersebut jika pelaku usaha melakukan pelanggaran maka dilarang untuk 

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari 

peredaran.11 

 Praktik bisnis yang tidak jujur dengan jalan memberikan informasi bisnis 

bohong merupakan pemberian informasi atau keterangan yang tidak benar atau 

bohong dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan 

cara yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan12 . Hal 

tersebut dilarang karena akan menimbulkan kerugian terhadap konsumen. 

 Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: 

 “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggaraan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.13 

                                                             
 11 Pasal 8 ayat 1 f  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
 12 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia 

(Strict Liability and Vicarious Liability), (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1996), hlm. 40. 

 13Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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 Dengan demikian memberikan informasi dengan lengkap dan yang 

sebenarnya sebagaimana dijelaskan diatas merupakan hak bagi setiap 

konsumen,seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: “Perlindungan konsumen 

adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum  untuk memberikan 

perlindungan terhadap konsumen”.14 Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 c 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “hak 

atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa”.15 

 Menurut A.Z Nasution terdapat tiga pengertian konsumen yang ingin 

mendapat perlindungan, yaitu;16 

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai pengguna dan/atau pemanfaat 

barang dan/jasa untuk tujuan tertentu. 

2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang 

dan/jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain untuk 

memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersil , konsumen 

antara ini sama dengan pelaku usaha. 

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang 

dan/jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau 

rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. 

                                                             
 14Pasal 1 angka 1Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

 15Pasal 4 C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

 16 A.Z Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta Diadit Media, 2002. hlm. 13. 
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 Masalah yang mengatur iklan terdapat juga dalam beberapa Pasal pada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bisa 

dikaitkan sebagai sarana promosi suatu produk barang atau jasa seperti Pasal 9, Pasal 

10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 20. Iklan yang baik haruslah memuat 

mengenai informasi yang benar, jujur, apa adanya, atau sesuai dengan kenyataan 

sebab mendapatkan informasi yang benar dan jujur adalah hak konsumen yang wajib 

diperhatikan oleh para pihak pelaku usaha dimanapun17. 

 Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga memberi hak 

kepada konsumen untuk menuntut haknya apabila konsumen merasa dirugikan oleh 

pelaku usaha. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian 

atas ganti rugi akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha.18 

 Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan 

yang:19 

1. mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa; 

2. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan harga 

barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan 

atau jasa;  

                                                             
  17Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya 

Bakti,Bandung, 2006, hlm. 245. 
 18Elia Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Graha 

Ilmu,Yogyakata, 2015, hlm.26. 

 19Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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3. memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan 

    atau jasa; 

4. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang atau jasa; 

5. mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang 

atau persetujuan yang bersangkutan; 

6. melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai periklanan. 

 Dengan demikian, hak untuk mendapatkan informasi secara benar dan 

lengkap merupakan salah satu hak konsumen yang paling mendasar. Melalui 

informasi yang benar dan lengkap inilah konsumen kemudian dapat memilih produk 

untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, memberikan informasi yang 

salah, menyesatkan dan tidak jujur melalui iklan merupakan pelanggaran terhadap 

hak konsumen, melanggar hak orang lain sama dengan melakukan perbuatan 

melanggar hukum.20 

 Perbuatan Melanggar Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata,“Tiap 

perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, maka 

mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti 

kerugian tersebut21. 

                                                             
 20 Janus Sidabalok, Op.Cit.,hlm. 229. 

 21 R.Subekti, & R. Tjirosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1999, cetakan kedua 

puluh sembilan, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta,hlm.346. 



 

22 

 

 Melalui Pasal 1365 KUHPerdata tersebut kita dapat melihat syarat-syarat 

yang harus ada untuk menentukan satu perbuatan melawan hukum,  yaitu sebagai 

berikut:22 

1.adanya suatu perbuatan; 

2. perbuatan tersebut melanggar hukum; 

3. adanya kesalahan dari pihak pelaku; 

4. adanya kerugian bagi korban; 

5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 

 Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan dalam 

masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu perseimbangan dalam tubuh masyarakat 

(evenwichtsverstoring). Oleh sebab itu, perlu adanya suatu pertanggungjawaban 

dalam bentuk ganti rugi agar keseimbangan hukum dalam masyarakat dapat terjaga 

dengan baik.23 

 Ganti kerugian dapat dilihat dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa : “Pelaku usaha bertanggung jawab 

atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.24 

 

                                                             
 22 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, cetakan keempat, Penerbit Citra Aditya Bakti, 
Bandung 2013, hlm. 10-13. 

 23 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Sumur,1990, hlm.38. 

 24 Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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 Kerugian dalam perbuatan melanggar hukum, sebagaimana di atur dalam 

1365 KUHPerdata dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melanggar 

Hukum maka ia berkewajiban untuk membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut, 

dalam tuntutan Perbuatan Melanggar Hukum tidak ada pengaturan yang jelas 

mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam pasal 1371  ayat 

(2) KUHPerdata dijelaskan yaitu  Penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan 

dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Kemudian yang tertulis 

di dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yaitu: “Dalam menilai suatu  dan lain, 

Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, 

kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.25 

 Kerugian akibat Perbuatan Melanggar Hukum sebagai “scade” (rugi) , 

kerugian dalam Perbuatan Melanggar Hukum menurut KUHPerdata, Pemohon dapat 

meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya 

(Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril).26 

 Di dalam hukum tentang perbuatan Melanggar hukum, suatu tanggungjawab 

atau kewajiban untuk membayar ganti rugi adalah bilamana ada kesalahan atau 

kewajiban untuk membayar ganti rugi baik karena kesengajaan maupun karena 

kelalaian atau kealpaan, namun di samping itu dikenal pula dalam hukum apa yang 

                                                             
 25 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-

kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/ , diakses  pada 24 september 2019, pukul  05:41 

WIB. 

 26Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI, Jakarta 2003. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/
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dinamakan dengan tanggungjawab “mutlak”atau “strict liability” yang menganut 

prinsip menyimpang dari Pasal 1365 KUHPerdata yaitu liability based on fault.27 

 Meskipun pada dasarnya gagasan dari tanggungjawab mutlak ini secara umum 

tidak jauh berbeda dengan gagasan dari tanggungjawab sebagaimana diatur di dalam 

Pasal 1365 KUHPerdata, penyimpangan ini terletak pada saat pemberian ganti rugi 

diperoleh dari pelaku, setelah pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan 

bahwa kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku 

dan beban pembuktian ada pada orang yang merasa dirugikan28. Pasal 1365 

KUHPerdata hanya mengatur mengenai tanggungjawab si pelaku atas perbuatannya 

yang merugikan, sedangkan ketentuan tentang bentuk ganti rugi tidak diatur dalam 

Pasal ini. Apabila terjadi perkara tuntutan ganti rugi atas perbuatan Melanggar 

hukum, maka dari itu diperlukan penemuan hukum oleh hakim guna memutus suatu 

perkara serta memberi kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.29. 

 Mengenai pertanggungjawaban hukum, maka secara tidak langsung berkaitan 

dengan ada atau tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai 

akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, 

serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku 

                                                             
 27 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 275.   
 28 Munir Fuady, ibid., 

 29 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 162.   
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usaha tertentu.30 Hal ini erat kaitannya dengan konsep product liability yang banyak 

dianut oleh negara-negara maju.31 

 Agnes M. Toar memberikan pengertian product liability sebagai:32        

tanggungjawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam 

peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat 

pada produk tersebut. Product liability ini dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal 

yang berkaitan dengan berikut ini:33 

1. Proses produksi,yaitu yang menyangkut tanggungjawab produsen atas 

produk yang dihasilkannya bila menimbulkan kerugian bagi konsumen  

Misalnya antara lain menyangkut produk yang cacat, baik cacat desain 

maupun cacat produk.  

2. Promosi niaga/ iklan, yaitu yang menyangkut tanggungjawab produsen atas 

promosi niaga/ iklan tentang hal ihwal produk yang dipasarkan bila 

menimbulkan kerugian bagi konsumen.  

3. Praktik perdagangan yang tidak jujur, seperti persaingan curang, pemalsuan, 

penipuan, dan periklanan yang menyesatkan.  

                                                             
 30 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm  59 

 31Ibid. 

 32 Celina Tri Siwi Kristiyanti,Hukum Perlindungan Konsumen,Jakarta : Sinar Grafika, 2008 
,hlm. 92. 

 33 Adrian Sutedi, Prinsip Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, 

Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 72.   
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 Adapun pengiklan, perusahaan periklanan, dan media periklanan adalah 

subjek hukum dari perbuatan Melanggar hukum yang dilakukan melalui periklanan. 

Subjek hukum ini yang berpotensi merugikan konsumen dan dapat dituntut ganti rugi.  

 Pengiklan, perusahaan periklanan, dan media periklanan dikategorikan 

sebagai badan hukum yang merupakan suatu badan atau organ yang diatur oleh 

undang-undang yang memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti 

layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan tersebut mempunyai 

kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, 

dapat digugat dan dapat juga menggugat di depan hakim.34 Sehingga bila badan 

hukum melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, maka ia dapat dimintakan 

pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. 

 Masalah tanggungjawab pelaku usaha terhadap iklan yang merugikan 

konsumen serta penyelesaian sengketa ganti rugi dalam periklanan seperti yang 

dikemukakan di atas menaruh perhatian untuk dipelajari dan selanjutnya dibahas. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari, maka 

yang menjadi konsentrasi penelitian adalah yang dirangkum dalam sebuah judul 

“Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Iklan yang Merugikan Konsumen dalam 

perspektif Perbuatan Melanggar Hukum”. 

 

 

 

                                                             
 34 Subekti,  Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa,1989), hlm. 21. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap iklan yang 

merugikan konsumen dalam perspektif perbuatan melanggar hukum?  

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ganti rugi perbuatan 

melanggar hukum terhadap perusahaan pemasang iklan pada 

konsumen?  

C. Tujuan Penulisan  

 Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku usaha 

terhadap iklan yang merugikan konsumen dalam perspektif perbuatan 

melanggar hukum; 

2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa ganti rugi 

perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan pemasang iklan pada 

konsumen. 

D. Manfaat Penulisan 

 Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktek. Bagi siapa saja yang membaca hasil 

tulisan dari skripsi ini. 
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1. Manfaat Teoretis 

a. Manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan ini adalah untuk 

mempelajari bidang ilmu hukum secara mendalam tentang 

perlindungan konsumen pada umumnya, dan media periklanan dalam 

perspektif perbuatan melanggar hukum pada khususnya. 

b. Manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan ini adalah dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta diharapkan hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan 

informasi mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap iklan yang 

merugikan konsumen dalam perspektif perbuatan melanggar hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penulisan dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

praktis serta dapat  membantu untuk memecahkan permasalahan yang 

dihadapi para pihak  mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap 

iklan yang merugikan konsumen khusunya dalam perspektif perbuatan 

melanggar hukum.dan dapat diterapkan bagi siapapun yang 

mengalami hal seperti ini: 

1. Bagi Konsumen, diharapkan bermanfaat agar konsumen terhindar 

dari kerugian akibat pembelian produk yang tidak sesuai dengan 

yang ada pada iklan serta konsumen dapat mengetahui bentuk dan 
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proses perlindungan hukum terhadap konsumen sehingga dari 

proses hukum itu dapat menuntut hak-haknya atas perbuatan 

melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. 

2. Bagi Pelaku Usaha, dapat melindungi pelaku usaha dari tindakan 

yang tidak hanya merugikan konsumen namun juga dengan adanya 

proses hukum yang berlaku, serta untuk mengetahui sanksi yang 

akan dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar dan bagaimana 

penyelesaiannya. 

3. Bagi Pembuat Iklan, diharapkan pembuat iklan mengetahui 

pertanggungjawaban hukum dan akibat perbuatan yang dilakukan 

dengan mengiklankan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. 

E.  Ruang Lingkup 

 Ruang Lingkup pada penulisan skripsi ini hanya terbatas pada bentuk 

tanggungjawab dan penyelesaian sengketa ganti rugi bagi konsumen atas 

informasi pengiklanan dalam perspektif perbuatan melanggar hukum. 

F. Kerangka Teori 

1. Prinsip Tanggung Jawab  dalam Hukum  

 Prinsip tanggungjawab merupakan perihal yang sangat penting di 

dalam hukum perlindungan konsumen, konsep yang terkait degan konsep 

kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability).35 

                                                             
 35 Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, 

Jakarta, Cetakan ketiga 2012, hlm.56. 
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Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam 

menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh 

tanggungjawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait36. Pada 

umumnya, terdapat beberapa prinsip tanggungjawab di dalam hukum yang 

berbeda, yaitu: berdasarkan kesalahan, praduga selalu bertanggung jawab, 

praduga selalu tidak bertanggung jawab, tanggungjawab mutlak serta 

pembatasan tanggungjawab.37 

 Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun 

tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Pembedaan terminologis 

antara kewajiban hukum dengan pertanggungjawaban hukum diperlukan 

ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap deliquent tetapi 

juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya.38 

2. Teori Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi 

 Dalam pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa 

jenis penuntutan, antara lain:39 

1. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; 

2. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan 

pada keadaan semula; 

                                                             
 36 Shidarta,Hukum Perlindungan Konsumen,Jakarta : Grasindo, 2000, hlm.59. 

 37 Celina Tri Siwi Kristiyanti, op.cit.,hlm. 92. 
 38 Hans Kelsen, Op.Cit,hlm. 56 

 39 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976, 

hlm. 102 
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3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat 

melawan hukum; 

4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan; 

5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum; 

6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah 

diperbaiki. 

 Menurut Hoge Raad dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918, 

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. 

Pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti 

kerugian yang paling tepat. Maksud ketentuan pasal 1365 KUHPerdata 

adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan 

semula, setidak-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, 

sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang 

diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai 

daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang karena 

pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang equivalen 

saja.40 

 

 

 

                                                             
 40 Sri Redjeki Slame, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu 

Perbandingan dengan Wanprestasi”,  Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, hlm 113. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum 

adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala 

hukum tertentu dengan jalan menganalisanya41. Karena metode penelitian 

merupakan salah satu bagian terpenting dalam hal penulisan, maka 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

metode penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan metode 

penelitian yuridis normatif dipergunakan dalam penelitian ini untuk 

melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menemukan 

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya, serta 

untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai 

literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs 

internet dan sebagainya.42 

2. Metode Pendekatan 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)    

  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). pendekatan 

                                                             
 41 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI, 1986, hlm, 43. 

 42 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20,Bandung: 

Alumni, 1994, hlm.139. 
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perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami 

semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum  yang 

sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kegiatan akademis, peneliti perlu 

mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang serta 

kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Kemudian 

menyimpulkan terhadap ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-

undang dengan isu yang sedang dihadapi tersebut43.  

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

  Pendekatan konseptual ini menganalisis dari pemikiran-pemikiran dan 

doktrin-doktrin yang dikembangkan di dalam ilmu hukum. Dengan 

mempelajari dan memahami pemikiran-pemikiran dan doktrin-doktrin 

tersebut.44 

3. Jenis dan sumber data 

Data penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang 

berkaitan dengan masalah ini.45 Data primer diperoleh dari wawancara 

langsung dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 

dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai data 

pendukung. 

                                                             
 43 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana.2005.hlm.94. 

 44 Ibid. 
 45 Soerjono Soekanto, Op.Cit,  hlm.11. 
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b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku, laporan, jurnal dan berbagai referensi lainnya. Dapat 

dikatakan bahwa data sekunder merupakan data yang telah diperoleh 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder terdiri 

dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang didapatkan dari 

studi kepustakaan yang berupa aturan perundang-undangan yang 

memiliki hubungan dengan skripsi ini yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Lembaran Negara Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3821; 

4. Tata Krama dan Tata Cara Periklanan di Indonesia; 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  Repubik 

Indonesia Nomor: 44/Per/M.KOMINFO/12/2007 tentang 

Penggunaan Sumber Daya dalam negeri untuk produk iklan 

yang disiarkan melalui lembaga penyiaran. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa 

petunjuk arahan maupun penjelasan mengenai bahan hukum 

primer yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan 

permasalahan, website resmi, kamus hukum, enskilopedia, media 

cetak seperti surat kabar dan referensi-referensi lainnya yang 

relevan. 46 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai 

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari 

kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.47 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

a. Studi Dokumen 

 Teknik Pengumpulan ini dilakukan dengan cara menelusuri dokumen 

penting yang dianggap berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik ini 

disebut juga studi kepustakaan, bahan kepustakaan ini tidak hanya  

bersumber dari teks-teks akademik seperti buku, laporan riset, policy brief 

, ataupun jurnal, tetapi juga bisa pamflet, spanduk, kartu nama, dan 

laporan jurnalistik.48 

 

                                                             
 46 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm 174. 

 47Ibid, hlm. 106. 

 48 Ibid, hlm.177. 
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b. Dokumentasi 

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan 

terkait dokumen, jurnal,buku, artikel serta data yang lainnya yang 

berkaitan dengan masalah.49 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Bahan hukum dan informasi yang diperoleh dari sumber hukum yang 

dikumpulkan dan diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara 

kualitatif, artinya semua data yang diperoleh dianalisis dan disusunsecara 

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak 

tumpang tindih, dan efektif.   

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif.  

Berpikir secara deduktif atau berfikir rasional merupakan bagian dari 

berpikir ilmiah. Logika deduktif yang dipergunakan dalam berpikir 

rasional merupakan salah satu unsur dari metode logika-hipoteko-

verifikatif atau metode ilmiah. Dalam logika deduktif, menarik suatu 

kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan 

khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional). Hasil 

atau produk deduktif dapat digunakan untuk menyusun hipotesis, yakni 

                                                             
 49 Edward L “Teknik Pengumpulan Data”.https://tepenr06.wordpress.com. Diakses pada 27 

Agustus 2019. Pukul 01:55 WIB. 

https://tepenr06.wordpress.com/
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jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau dibuktikan 

melalui keilmuan selanjutnya.50 

7. Sistematika Penulisan  

  Guna memberikan gambaran menyeluruh dan singkat tentang isi skipsi 

ini, maka penulis menguraikan sistematika dengan  kalimat – kalimat yang 

mudah agar pembaca dapat memahami kalimat – kalimat yang ditulis di 

skripsi ini, serta agar yang ada ditulisan ini tercapai sesuai dengan harapan 

penulis. Maka skripsi ini tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut :  

 1. Bab I Pendahuluan 

  Merupakan  Bab Pendahuluan, dimulai dari apa yang menjadi latar 

belakang dari permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penulisan skripsi, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, serta diakhiri 

dengan sistematika dari penulisan skripsi ini.  

2. Bab II  Tinjauan Pustaka  

  Merupakan  Bab tinjauan pustaka yang berisi tentang pemahaman 

tanggung jawab pelaku usaha terhadap iklan yang merugikan konsumen. Dan 

bab ini merupakan pengantar dalam pemahaman pada pengertian-pengertian 

umum serta pokok bahasan. Dalam penjelasan yang diuraikan bab ini bersifat 

teoritis yang nantinya digunakan sebagai suatu bahan untuk studi 

                                                             
 50 Beni Ahmad Saebani. Metode Penelitian Hukum. Bandung:Pustaka Setia 2008.hlm 111. 
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perbandingan, antara suatu teori yang telak berlaku dengan kenyataan yang 

sudah berlaku dengan praktek. 

3. Bab III Pembahasan  

   Bab ini merupakan bab yang berisi hasil dari analisis dan pembahasan 

dianggap hal yang paling penting dalam sebuah skripsi. Karena dalam bab ini 

akan membahas permasalahan – permasalahan yang ada diskripsi ini. 

4. Bab IV Penutup  

  Bab ini adalah bagian hasil yang paling akhir yang memuat 

kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan dari hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan 

dalam hal saran diberikan oleh pembaca berdasarkan sebagai tindak lanjut 

dalam pembenahan dan perbaikan. 
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